
 
 

 
 

BUPATI DEMAK 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI DEMAK  

NOMOR   25   TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 44 TAHUN 2019 

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LELANG TANAH MILIK PEMERINTAH 

KABUPATEN DEMAK BERUPA TANAH DESA YANG DESANYA BERUBAH 

STATUS MENJADI KELURAHAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI DEMAK, 

Menimbang  : a.  bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dan guna pelaksanaan lelang tanah Pemerintah 

Daerah berupa Tanah Desa yang Desanya berubah status 

menjadi Kelurahan, telah ditetapkan Peraturan Bupati 

Demak Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Lelang Tanah Milik Pemerintah Kabupaten 

Demak Berupa Tanah Desa Yang Desanya Berubah Status 

Menjadi Kelurahan; 
 

b. bahwa sesuai dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan, 

upaya pencapaian target Pendapatan Asli Daerah dan 

dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, 

Peraturan Bupati Demak Nomor 44 Tahun 2019 perlu 

diubah dan disesuaikan; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak 

Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Lelang Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Demak Berupa 

Tanah Desa Yang Desanya Berubah Status Menjadi 

Kelurahan; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi JawaTengah; 

 

 

 

 

 

SALINAN 



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari 

Korupsi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang  

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30           

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia            

Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6409); 
 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          

Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           

Nomor 6801);  
 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020     

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 6573); 
 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11           

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 6573); 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             

Nomor 5533); 

 
 

 

 



 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);  
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2019 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 547); 
 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019          

Nomor 1781); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5            

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah 

Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak 

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah 

Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6          

Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten DemakTahun 2018 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak 

Nomor 6); 

13. Peraturan Bupati Demak Nomor 44 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Lelang Tanah Milik Pemerintah 

Kabupaten Demak Berupa Tanah Desa Yang Desanya 

Berubah Status Menjadi Kelurahan (Berita Daerah 

Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 44); 

14. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 53); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 44 TAHUN 2019 

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LELANG TANAH MILIK 

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK BERUPA TANAH DESA 

YANG DESANYA BERUBAH STATUS MENJADI KELURAHAN. 



Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak          
Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang 

Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Demak Berupa Tanah 
Desa Yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan 
(Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 44) 
diubah sehingga sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 

Pasal 5 

(1) Lelangan dilaksanakan secara bersama di 1 (satu) 
lokasi. 

(2) Penetapan Lokasi Lelangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditentukan oleh Panitia Lelang. 
 

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 

Pasal 6 

(1) Panitia lelang terdiri dari Tim Pengawas Lelang dan Tim 
Pelaksana Lelang. 

(2) Susunan keanggotaan, uraian tugas dan kewajiban 
Tim Pengawas Lelang dan Tim Pelaksana Lelang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

 
Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Demak. 

 
         Ditetapkan di Demak 
         pada tanggal   5 Juli 2022 
 

  BUPATI DEMAK, 
  TTD 
  EISTI’ANAH 

 

 
 

Diundangkan di Demak 
pada tanggal   5 Juli 2022 
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, 
TTD 

EKO PRINGGOLAKSITO 
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022 NOMOR 25 
 

 

NO JABATAN PARAF 
1 Pj. SEKDA  
2 ASISTEN I  

3 KABAG HUKUM  
4 KA BPKPAD  


